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Tentang :

Pembenian Ijin Operasional Kepada SMK Cipta Karya Kecamatan Pamulihan Kahupalzen
Sumedang, untuk Operasional Pembelajaran SMK Cipta Karya di Kecamatan Pamulihan
Kabupaten Sumedang tahun pelajaran 2016 / 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMEDANG

Memmbang - a bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masvarakat,
dan Memerintah

b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan Pemerataan Pendidikan Yayasan Pendidikan Kamil Al

Fatth Pamulihan Kabupaten Sumedang telah mengusahakan [jin

Operasional SMK Cipta Karya Kecamatan Pamulihan Kabupaten

Sumedang,

bahwa semua persyaratan untuk Ijin Operasional dan pembukaan

Sckolah tersebut di atas telah dipenuhi;

d. bahwa berhubungan kutipan abc di atas maka untuk membina
kegiatan di Bidang Pendidikan di Lingkungan Kabupaten Sumedang.
dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang tentang Pemberian Ijin
Operasional Kepada SMK Cipta Karya Kecamatan Pamulihan
Kabupaten Sumedang tahun pelajaran 2016/2017
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Mengingat - 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301
Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2014 Nomor 244
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoresia Nomo, S587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terak

Undang Nomor 9 Tahun 2
Undang-undang Nomor ¥.2
Daerah (Lembaran Negara Re
58, tambahan Lembaran Nega
3 Undang—undang Nomor

hir dengan Undang-
015 tentang Perubahan Kedua atas
Tahun 2014 tentang Pemenntahan
publik Indonesia Tahun 2015 Nomor
ra Republik Indonesia Nomor 5679

30 Tahun 2014 tent:

; entang  Administrass

NZTH‘:H"-;;I;" {Tiaﬂfl'tt]b;mn Negara Republik [ndonesia Tahun 2014
. lambahan |

il 2mbaran Negara Republik Indonesia

| Eﬂfﬂlumn Pemerintah Nomor 19 05 tentang Standar
asional Pendid - ang  Stand:
2005 Nomor 4‘l i ara Republik Indonesia Tahun
Nomor 4496). . an Negara Republik Indonesia

Tahun 20
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kahupaten/Kota (I.embaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun
2008 Nomor Y0, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas
Peraturan Pemenintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan I.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157):

9  Peraturan Menten Pendidikan Nasional Nomor 060/1/2002 tentany
Pedoman Pendirian Sekolah:

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006

tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan
Dasar dan Menengah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan:

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007

tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar;
Madrasah Ibtidaiyah  (SD/MI), Sekolah nMenengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/Mts), dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Alivah (SMA/MA);

I3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun thtiﬂ
lentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah
Kejuruan /Madrasah Alivah Kejuruan (8 g

ME/MAK )
I5. Peraturan Menter Pendidikan Masional

lentang Kriteria dan Permgkat
Madrasah Aliyah (SMA/MAY;
16, Peraturan Menters Pendidikan Nasional MNomor 13

‘emang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMK/MAK), i
17. Peraturan Menten Pendidikan
tentang standar

Kabupaten/Kota,

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014

tentang Pedoman Pendinian, Perubahan dan Penutupan Satuan
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19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2008 Nomor 7 Seri F);

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat ( Lembara Daerah Tahun
2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46),

21. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang
Pelimpahan sebagian wewenangan Bupati pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama - Pembenan Ijin Operasional kepada SMK Cipta Karya Kecamatan
Pamulihan Kabupaten Sumedang tahun pelajaran 2016/2017;

Kedua . Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang untuk
melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah
tersebut pada diktum pertama,

Ketiga - Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan
diatur dalam keputusan tersendir;

Keempat - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan

bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkandi: SUMEDANG
Pada Tanggal .24 Oktober 2016

IA{ PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
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MUKEAMAD NURIKHSAN, M.Si
Pembina Utama Muda
L o ap—— MNP 19660516 19809 1 001

‘l1 ih. Bupati Sumedang.
Yih Kepala Dinas Pendidikan Provins: Jawa Barat
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